
Menimbang

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR Ig TAHUN2A77

TENTANG

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli

Daerah dan efektivitas pelaksanaan

penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah, perlu

untuk menyempurnakan Tata Cara Penagihan Pajak

Daerah;

b. bahwa dalam rangka mempertegas proses

pelaksanaan penagihaan Pajak dengan

menambahkan ketentuaan surat teguran, surat

peringatan dan surat lain yang sejenis sebelum

surat paksa dilaksanakan;

c. bahwa dalam pelaksanan Peraturan Perundang-

Undangan Perpajakan sering terdapat utang Pajak

yang tidak dilunasi wajib Pajak sebagaimana

mestinya sehingga memerlukan tindakan penagihan

yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa;

d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal

95 Ayat 3 (Tiga) Undang-Undang 28 Tahun 2OO9

tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana

. dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan

huruf f, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Tata Cara Penagihan Pajak Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraMengingat



2.

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3262)-, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga

atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a7aOl;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OOO tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19

Tahun t997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat

Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OOO Nomor 12g Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 39871;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OA2 tentang

Pengadilan Pqiak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 27, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a89l;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur,

Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten

Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 155, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a350);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

3.

4.
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Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 50a9);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OII
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a\

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OO4

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56791;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO1 tentang

Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOI Nomor 118, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a138);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2O1O tentang

Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan

Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh

Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OIO Nomor 153, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OlO tentang

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 57791;

t2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor

1 Tahun 2014 tentang Bea Perolehan Hak Atas

. Tanah dan Bangunan;



13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Nornor 2

Tahun 2Ol4 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor

4 Tahun 2Ol7 tentang Pajak Restoran;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor

7 Tahun 2Ol7 tentang Pajak Hotel;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor

1O Tahun 2Ol4 tentang Pajak Hiburan.

MEMUTUSKAN :

MenetapKaN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENAGIHAN

PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan

Aru.

3. Bupati adalah bupati Kabupaten Kepulauan Aru.

4. Perangkat Daerah adalah unsllr pembantu Kepala Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi

sebesar-besarnya kemakmuran ralgrat.

6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan

data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak

atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau

Retribusi kepada -wajib Pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan

penyetorannya.

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar Pajak,

pemotong Pajak dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan
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kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan Perpajakan Daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD

adalah surat yang oleh wajib Pajak digunakan untuk melaporkan

penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak atau bukan objek

Pajak atau harta dan kewqjiban sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

Pajak Yang Temtang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat,

dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak atau dalam bagian tahun Pajak

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan

Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak

yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat

SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya

jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan

pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah

Pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang

selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang

menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah

surat untuk melakukan tagihan Pajak dan sanksi administratif berupa

bunga denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan

kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan

ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan

Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat

Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan

Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat

Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat

Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan

terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak

Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan

Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah

Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap

9.

10.

11.

t2.

13.

14.

15.



pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wqiib

Pajak.

16. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding

terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib Pajak.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat

SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah

kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari

pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN

adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak

sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan

tidak ada kredit Pajak.

BAB II

PENETAPAN PAJAK

Pasal 2

(1) Setiap wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
" (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas,

benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Pajak atau kuasanya

disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan.

(3) SPTPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar untuk wajib Pajak

dan L (satu) lembar untuk Badan Pendapatan Daerah.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 3

(1) Pemungutan Pajak tidak diborongkan.

(2) Setiap wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan

Surat Ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh wajib Pajak berdasarkan

Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban Perp4jakan berdasarkan

penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak

Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang disamakan.

14) Dokumen lain yang disamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

berupa karcis atau nota perhitungan.

(5) Wajib Pqiak yang memenuhi kewajiban Perpajakan sendiri dibayar

dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
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BAB IV

SANKSI PETUGAS PUNGUT

Pasal 4

(1) Apabilah petugas pungut sengaja memperbesar biaya dengan cara fiktif
maka akan dikenakan sanksi berupa teguran oleh Kepala Badan

Pendapatan Daerah.

Setiap petugas pungut yang melanggar ketentuan Perpajakan dengan

cara memungut tapi tidak menyetor akan dikenakan sanksi administratif.

Apabilah petugas pungut yang bertindak di luar wewenang serta

melakukan pemaksaan dan pengancaman kepada wajib Pajak untuk
menguntungkan diri sendiri akan dikenakan sanksi pidana.

BAB V

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 5

(1) Kepala Badan Pendapatan Daerah berdasarkan kewenangan yang

diberikan Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika :

a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran

sebagai akibat salah tulis atau salah hitung
wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga denda;

c. jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 2o/o (dua persen) setiap bulan
untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat

terutangnya Pajak; dan

d. SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo

pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar

2 o/o (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 6

(1) Kepala Badan Pendapatan Daerah berdasarkan kewenangan yang

diberikan oleh Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo
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pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang paling lama 3O (tiga

puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat

Keputusan Keberatan dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah

Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak

dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak

tanggal.diterbitkan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah berdasarkan kewenangan yang

diberikan Kepala Daerah atas permohonan wajib Pajak setelah memenuhi

persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada

wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, dengan

dikenakan bunga sebesar 2%o (d:ua persen) sebulan.

Men5rusun bahan kebijakan teknis di bidang penagrhan serta

melaksanakan penerbitan surat teguran atas Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo.

Melaksanakan penagihan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang

telah melampaui batas jatuh tempo.

Pasal 7

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur sebagai

berikut:
a. wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak ke tempat pembayaran yang

ditetapkan atau kepada Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah.

b. apabila pembayaran oleh wajib Pajak disetor ke tempat pembayaran yang

ditetapkan, Bukti Pembayaran Pajak disampaikan/ditembuskan ke

Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah.

c. apabila pembayaran oleh wajib Pajak dilakukan ke Bendahara Penerima

Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu I x 24 (satu kali dua
puluh empat)jam Bendahxa Penerima wajib menyetorkan ke kas Daerah

sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 8

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau

penundaan pembayaran Pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

a. permohonan disimpaikan secara tertulis kepada Kepala Badan

Pendapatan Daerah tembusan kepada Kepala Daerah dengan alasan yang

jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;

(3)

(4)

(5)
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e.
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berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala

Badan Pendapatan Daerah melakukan penelitian kepada wajib Pajak;

paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan

sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan Pendapatan Daerah

sesuai hasil koordinasi dengan Kepala Daerah harus memberikan

jawaban kepada wajib Pajak dengan dasar ketentuan yang berlaku;

apabila' setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala

Badan Pendapatan Daerah tidak memberikan jawaban, maka

permohonan dianggap tidak dikabulkan; dan

apabila permohonan dikabulkan, maka wajib Pajak harus memenuhi

angsuran Pajak atau membayar Pajak sesuai dengan ketetapan Kepala

Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 9

Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD,

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan

banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Pajak pada waktunya

ditagih dengan Surat Paksa.

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan

Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 10

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Badan

Pendapatan Daerah atas suatu :

a. SKPD;

b. SKPDKB;

c. SKPDKBT;

d. SKPDLB;

e. SKPDN; dan

f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan

ketentuan Peratrrran Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan

disertai alasan-alasan yang jelas dengan tembusan kepada Kepala

Daerah.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan

sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana

(3)



dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib Pajak dapat menunjukkan

bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar

kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib Pajak telah membayar paling

sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat {2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat

Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Badan

Pendapatan Daerah atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat

pos tercatat sebagai tanda Bukti Penerimaan Surat Keberatan.

Pasa] 1 1

(1) Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan berkoordinasi dengan Kepala

Daerah dalam jangka waktu paling lama L2 (dua belas) bulan, sejak

tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas

keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah atas keberatan dapat

berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah

besarnya Pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat

dan Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak memberi suatu keputusan,

keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 12

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada

Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang

ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam

jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan

dari surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar

pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan

Banding.
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Pasal 13

Jika pengqjuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan

sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan

dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2o/o (d:ua persen) sebulan untuk

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

Dalam hal keberatan wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebeglan, wajib

Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh

persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi

dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Dalam hal wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi

administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib

Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar lOOo/o (seratus

persen) dari jumlah Pajak berdasarkan putusan banding dikurangi

dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan

keberatan.

BAB VIII

PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 14

(1) Kepala Badan Pendapatan Daerah berdasarkan keputusan Kepala daerah

untuk permohonan wqiib Pqiak dapat memberikan pengurangan dan

keringanan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan Pajak diatur sebagai

berikut:
a. permohonan pengurangan atau keringanan Pajak disampaikan

secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Badan

Pendapatan Daerah tembusan kepada Kepala Daerah dengan alasan

yang jelas dan dapat dipertanggungiawabkan;

b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan analisa kelayakan

permohonan pengurangan atau keringanan Pajak;

c. apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan Pajak

dikabulkan berdasarkan persetujuan Kepala Daerah, maka Kepala

(1)

(2)

(s)

(41
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Badan Pendapatan Daerah menerbitkan surat keputusan

pengurangan Pajak;

d. apabila permohonan pengurangan atau keringanan Pajak ditolak,

Kepala Badan Pendapatan Daerah harus memberitahukan kepada

wajib Pajak disertai alasan penolakan yang jelas; dan

e. keputusan pemberian pengurangan atau keringanan Pajak harus

disampaikan kepada wajib pajak paling lambat 1 (satu) bulan kerja

sejak tanggal permohonan diterima.

(3) Pemberian pengurangan atau keringanan Pajak, setinggi-tingginya

sampai dengan 25o/o (dua puluh lima persen).

BAB VII

KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah

melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak,

kecuali apabila wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang

Perpajakan Daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa; dan

b. ada pengakuan utang Pajak dari wajib Pajak, baik langsung maupun

tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak

tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(41 Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b adalah wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan

masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada

Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran

atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib

Pajak.

Pasal 16

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.



{21 Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak yang sudah

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur

sebagai berikut :

a. Kepala Badan Pendapatan Daerah menyampaikan laporan kepada

Bupati piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa;

b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati

menerbitkan keputusan penghapusan piutang Pajak yang sudah

kedaluwarsa; dan

c. Kepa1a Badan Pendapatan Daerah memberitahukan keputusan

penghapusan piutang Pajak yang kedaluwarsa kepada wajib Pajak

dan Perangkat Daerah lain yang terkait.

BAB VIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 17

(1) Badan Pendapatan Daerah selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan

tugas pemungutan Pajak diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja

tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku.

BAB IX

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

(1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Penagrhan

Pajak ditugaskan kepada Badan Pendapatan Daerah.

{2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan Daerah dapat bekerja

sama dengan Perangkat Daerah atau lembaga lain terkait.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap or€uirg rr,rengetahrainya, n'rcmerintahkan pengundangxn Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan
Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal M JvNs bll
BUPATI KEPULAUAN ARU,

Diundangkan di Dobo

pada tanggal ll lva %ft
PIt. SEKRMARTS DAERAH KABUPATEI{ KEPULAUAN ARU,

BERITA KABUPATEN KEPUI,AUAN ARU

TAHUN 'l'o lT NoMoR lg

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN

HUKUM DAN HAM,

NOVY EDWIN M. SOLISSA


